BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat
istimewa dan berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Perbedaan yang
membuat manusia menjadi makhluk yang istimewa adalah diberikannya akal,
pikiran, perasaan, dan keyakinan kepada manusia oleh Tuhan agar manusia dapat
mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan
manusia menjadi bekal bagi manusia untuk bertahan hidup. Di samping itu, dengan
adanya akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan, manusia dapat menciptakan sesuatu
yang dapat dinikmati dan dirasakan, yang mana ciptaan manusia tersebut salah
satunya dapat memberikan hiburan dan rasa senang bagi individu itu sendiri dan
juga individu-individu lainnya. Salah satu bentuk ciptaan manusia adalah lagu
dan/atau musik.

Lagu dan/atau Musik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak
lama, namun tidak banyak sejarah yang mencatat penciptaan musik pada masa
sebelum masehi (SM). Notasi yang tercatat sebagai notasi yang pertama kali di tulis
oleh manusia terletak pada sebuah plakat yang ditemukan oleh para sejarawan di

Irak, yaitu notasi yang di tulis oleh leluhur masyarakat Irak pada tahun 2000 SM.!

! David Stopps, How to Make a Living from Music, World Intellectual Property Organization, hal.
68
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Pada tahun 1020, konsep notasi musik modern pertama kali diperkenalkan oleh
Guido d’Arezzo, yaitu seorang biarawan Benedictine di Italia.> Notasi tersebut
kemudian dikembangkan secara maksimal menjadi musik modern pada tahun 1350
oleh para biarawan Benedictine.? Selanjutnya, cetakan nada musik modern pertama
kali yang tercatat terdapat di Jerman, yaitu di wilayah Mainz pada tahun 1457.
Kemudian pada tahun 1520 mulai muncul sebuah genre musik di Sedwick Avenue,
Amerika Serikat, yaitu genre musik hip hop yang kini telah berkembang ke seluruh
antero dunia.*

Sejarah industri musik terus berkembang. Berikut adalah rangkaian
sejarah industri musik sejak Abad 19 M hingga kini:

1) pada tahun 1877: Thomas Alfa Edison menemukan phonograph, yaitu
mesin yang digunakan untuk menyimpan dan memutar lagu, atau yang
biasa disebut sebagai piringan hitam®;

2) pada tahun 1886: Konvensi Bern atau Konvensi Berne, adalah suatu
konvensi internasional mengenai hak cipta yang pertama kali dilakukan
oleh negara-negara di dunia pada saat itu. Konvensi tersebut diadakan di
Bern Swiss;

3) pada tahun 1887: Emile Berliner membuat gramophone, yaitu alat

pertama yang bisa memainkan musik yang terekam®;

2 Ibid

3 Ibid

4 Linepoenya.wordpress.com, diakses pada tanggal 1 April 2018 pukul 23.01 WIB

5 M.compusiciannews.com/read/ 1 50-tahun-perkembangan-musik-dan-teknologi-877, diakses pada
tanggal 1 April 2018 pukul 22.18 WIB

® Harto Eka Nugroho, kitaanaknegeri.com/kitapedia-sejarah-alat-pemutar-musik/, diakses pada
tanggal 1 April 2018 pukul 22.18 WIB

2



4) pada tahun 1893: Manchester Musicians’ Union and the Musicians
didirikan oleh Joseph B. Williams’ sebagai bentuk kepeduliannya
terhadap kondisi kerja dan upah para musisi di kota tersebut berdasarkan
pengamatannya sebagai seorang pemain klarinet pada sebuah teater
komedi yang terletak di Peter Street, Manchester®. Hal ini tampak dari
pandangannya dalam pertemuan musisi tertanggal 7 Mei 1893 yang
berbunyi:’
“Gentlemen, The phrase “WE OUGHT TO HAVE A UNION” is often
uttered by musicians especially when they are compelled (for want of
society) to rehearse etc without remuneration. Unfortunately, with the
phrase the matter drops. No-one seems inclined to start a Union, yet
on all sides it is admitted that one is necessary.
The union we require is a Protecting Union, and one that will protect
us from Amateurs, protect us from unscrupulous employers and
protect us from ourselves. A Union that will guarantee our receiving
a fair wage for engagements. A society that will keep the Amateur in
his right place, and prevent his going under prices. A Union that will
see you are paid for extra rehearsals, and in time raise salaries to what
they ought to be.”

Dalam perkembangannya lembaga ini berubah menjadi Amalgamated

Musicians’ Union and the Musicians'’;

5) pada tahun 1897: Emile Berliner mendirikan Gramophone Company di

London yang dalam perkembangannya kemudian menjadi Electrical and

Musical Industries Limited (EMI) yang nantinya akan menciptakan suara

7 John, “The Musicians’ Union: A History (1893-2013),” https://www.muhistory.com/120-years-
ago-today/, diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 9.57 WIB.

8 Bandonthewall.org, “Musicians Union,” https://bandonthewall.org/history/19th-century-
history/chapter-1-an-eventful-century/musicians-union/, diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul
10.19 WIB.

? John, Loc. Cit., diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 10.31 WIB.

10 Jbid., diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 10.40 WIB; Bandofthewall.org, Loc. Cit., diakses
tanggal 3 Februari 2019, Pukul 10.43 WIB.
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stereo, televisi siaran, alat rahasia yang membantu mengalahkan Jerman
dalam Perang Dunia II serta pemindai CAT!!;

6) pada tahun 1901: Emile Berliner dan Johnson bergabung dalam Victor
Talking Co. Kejadian ini memicu perubahan metode rekaman dari yang
awalnya dilakukan pada sebuah plat berukir (etched plate method)
menjadi dilakukan dalam sebuah lilin tebal kosong. Namun sengketa
paten dengan perusahaan pesaing nyaris menghancurkan usaha ini secara
keseluruhan'?

7) pada tahun 1907: Fred Gaisberg memperkenalkan konsep American
Layout dalam proses dapur rekaman. Konsep ini berkenaan dengan
pengaturan jarak dan penempatan musisi dan corong rekaman dalam
rangka menghasilkan kualitas rekaman yang maksimal'?;

8) pada tahun 1908: Thomas Alfa Edison tetap bertahan dengan
menggunakan sistem silinder dalam phonograph ciptannya, namun dalam
perkembangannya terbukti bahwa sistem cakram (disc) lebih disenangi
oleh masyarakat!#;

9) pada tahun 1926: Canary Records menerbitkan lagu “Kerontjong Aseli

Muritsku Sirene”. Lagu ini merupakan contoh lagu Indonesia yang

" Mohammad Ferandy, “Sejarah EMI: Perusahaan Pelopor Industri Musik Dunia,”

https //satujam.com/sejarah-emi-musik/, diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 11.01 WIB.
MusicCDIndustry, “The History of Recorded Music,”

http://www.soc.duke.edu/~s142tm01/history2.html, diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 11.51

WIB.

13 Roger Beardsley, Daniel Leech-Wilkinson, “A Brief History of Recording to ca. 1950,”

http://www.charm.rhul.ac.uk/history/p20 4 1.html,” diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 12.40

WIB.

4 MusicCDIndustry, Loc. Cit., diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 11.56 WIB.




produksinya dilakukan di negara lain (India).!> Sementara pada tahun
yang sama pula, Alexander Graham Bell menemukan piringan hitam'S;

10) pada tahun 1928: Radio Corporation of America (RCA) membeli Victor.
Pembelian ini kemudian menjadi dasar dari pendirian RCA Victor yang
merupakan perusahaan rekaman yang tidak diubah menjadi radio
production house. Namun menjadi produsen program transkripsi
cakram!’, yaitu sebuah cakram vinyl “Vitrolac” yang berputar dalam
kecepatan 33 1/3 putaran per menit (rpm) yang digunakan untuk proses
pra-rekaman radio. Sebelum kemudian jenis cakram ini ditinggalkan oleh
banyak perusahaan rekaman komersil akibat Depresi Besar yang memicu
perubahan pada industri hiburan di tahun 1929'8;

11) pada tahun 1936: Para teknisi BASF menggunakan Magnetofon untuk
merekam Simfoni No. 39 karya Mozart yang dimainkan oleh London
Philharmonic Orchestra dibawah arahan Sir Thomas Beecham sebagai
dirigen. Rekaman tersebut merupakan rekaman pertama yang dilakukan

terhadap sebuah simfoni orkestra secara utuh'®;

15 Nabila, “Sejarah Awal Industri Musik Indonesia,”
https://www.compusiciannews.com/read/Sejarah-Awal-Industri-Musik-Indonesia-827, diakses
tanggal 3 Februari 2019, Pukul 11.15 WIB.

16 Tophry.net, “Mengupas Lebih Dalam  Lagi Tentang Piringan  Hitam,”
https://tophry.net/teknologi/mengupas-lebih-dalam-lagi-tentang-piringan-hitam/, diakses tanggal 3
Februari 2019, Pukul 14.07 WIB.

17 Ibid., diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 14.07 WIB.

18 (Callie  Taintor, “Chronology:  Technology and The Music Industry,”
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/music/inside/cron.html,  diakses tanggal 3
Februari 2019, Pukul 11.34 WIB.

1% MusicCDIndustry, Loc. Cit., diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 12.46 WIB.




12) pada tahun 1939: Peter Goldmark dan stafnya dari Columbia Records
melanjutkan pengembangan teknologi cakram vinyl “Vitrolac” RCA
Victor yang sempat mengalami kegagalan secara komersial®’;

13) pada tahun 1948: Les Paul melakukan multi-track recording pertama
dalam sebuah lagu berjudul “Lover (When You're Near Me)”. Rekaman
ini kemudian menunjukkan bahwa aktivitas rekaman tidak perlu lagi
untuk dilakukan secara langsung yang mewajibkan semua musisi untuk
berada di tempat yang sama untuk memainkan suatu lagu. Bahkan hal ini
kemudian membuka peluang untuk melakukan lisensi artistik terhadap
rekaman yang meliputi Paul’s tape delay, phaser dan delay effects.*!
Selain itu, pada tahun ini piringan hitam sudah mulai dikenal. Ada 3 (tiga)
ukuran piringan hitam dalam hitungan rpm, yaitu 78, 45, 33 1/3. Piringan
hitam 78 dan 45 untuk plat berdiameter 25 cm??;

14) pada tahun 1949: Peragaan transister pertama dilakukan oleh Shockley,
Brittain, dan Bardeen memicu terjadinya revolusi dalam desain dan
penampilan dari peralatan rekaman??;

15) pada tahun 1957: Musik rock n roll berkembang pesat dan seringkali
dikaitkan dengan perkembangan budaya “anak muda” yang pengaruhnya
terus terasa sampai sekarang. Hal ini tampak dari begitu tenarnya Elvis
Presley dalam tanggal lagu hingga kemunculannya dalam film Jailhouse

Rock. Di samping adanya beberapa musisi lain seperti Chuck Berry, Bo

20 Tophry.net, Loc. Cit., diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 14.12 WIB.
2 Theo Smith, Loc. Cit., diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 11.11 WIB.
22 Tophry.net, Loc. Cit., diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 14.18 WIB.
2 MusicCDIndustry, Loc. Cit., diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 13.31 WIB.



Diddley, Little Richard, Buddy Holly. Selain itu, musik rock juga semakin
dikenal dengan kemunculan Dick Clark. Sedangkan musik jazz semakin
berkembang dengan kemunculan dari Tehelonious Monk, John Coltrane,
Sonny Rollins dan Miles Davis?*;

sementara di Indonesia, majalah “Musika” muncul sebagai majalah
musik pertama dengan PT. Mustrivo sebagai penerbit dengan mengusung
kalimat “pembina selera musik yang baik” sebagai semboyan®. Dan
piringan hitam mulai digunakan sebagai alat perekam. Walau jauh
sebelum Indonesia merdeka, banyak label rekaman dari luar yang telah
menggunakan hitam. Perusahaan rekaman Indonesia yang berjaya dan
memproduksi piringan hitam kala itu adalah Lokananta di Surakarta dan
Irama di Menteng, Jakarta®,

16) pada tahun 1961: Di Indonesia, status Lokananta menjadi perusahaan
milik negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 251 Tahun
1961%7;

17) pada tahun 1963: Philips memperkenalkan kaset audio dalam acara Berlin

Funkaustellung®® guna memenuhi kebutuhan media perekaman audio

24 TIDAL Editors, “The Year in Music: 1957, http://read.tidal.com/article/the-year-in-music-1957,
diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 13.48 WIB.

25 Andi Baso Djaya, “Matinya Majalah Musik di Indonesia.” https://beritagar.id/artikel/laporan-
khas/matinya-majalah-musik-di-indonesia, diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 13.54 WIB.

26 Hal ini tampak pula dari artis-artis Indonesia seperti Koes Plus, Titiek Puspa, Dara Puspita dan
Lilies Suryani yang merekam lagunya dalam bentuk piringan hitam pada kedua perusahaan itu.
Reviewmusik.com, “Kisah  Vinyl: Piringan Hitam Perekam Musik Indonesia,”
http://reviewmusik.com/kisah-vinyl-piringan-hitam-perekam-musik-indonesia/, diakses tanggal 3
Februari 2019, Pukul 14.01 WIB.

27 Reviewmusik.com, “Label-Label Rekaman Perintis Musik Pop di Indonesia,”
http://reviewmusik.com/66-2/, diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 14.31 WIB.

28 MusicCDIndustry, Loc. Cit., dakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 14.26 WIB.




akibat perekam reel to reel yang pada kala itu terbilang mahal dan tidak
praktis. Penemuan ini kemudian memungkinkan orang untuk membuat
rekaman tanpa memiliki tingkat keahlian atau keahlian yang dibutuhkan
untuk reel to reel?’;

18) pada tahun 1970: Dibentuknya World Intellectual Property
Organization/WIPO;

19) pada tahun 1981: Program MTV (Music Television) ditayangkan pertama
kali di Amerika Serikat;

20) pada tahun 1982: Pada masa ini masyarakat mulai mengenal alat untuk
menyimpan musik yakni Digital Compact Discs (CD). Tidak hanya
penyimpan musik secara digital, pada tahun ini juga ARPANET
meluncurkan internet modern yang memberikan peluang adanya
penyebaran musik melalui internet;

21) pada tahun 1983: Illinois Bell meluncurkan telepon selular pertama untuk
publik;

22) pada tahun 1990: Ilmuwan Inggris, Tim Berners Lee menciptakan dan
memperkenalkan World Wide Web di Geneva,;

23) pada tahun 1994: Diundangkannya Agreement on Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights/TRIPS sebagai bagian dari Agreement

World Trade Organization/WTOQO;

2 Lely Maulida, “OKEZONE INNOVATION: Sejarah Kaset Tape yang Kini Menjadi Barang
Langka,”  https://techno.okezone.com/read/2017/11/24/56/1820153/okezone-innovation-sejarah-
kaset-tape-yang-kini-menjadi-barang-langka, diakses tanggal 3 Februari 2019, Pukul 14.37 WIB.
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24) pada tahun 1996: Diundangkannya WIPO Internet Treaties atau WCT
(WIPO Copyright Treaty) dan WPPT (WIPO Performances and
Phonograms Treaty);
25) pada tahun 1999: Peluncuran NAPSTER (merupakan servis pembagian
data digital pertama dengan konsep peer-to-peer);
26) pada tahun 2000: Peluncuran mesin pencarian Google;
27) padatahun 2001: Pada tahun ini, perusahaan Apple meluncurkan Ipod dan
Itunes pertama, yang membuat masyarakat dapat dengan praktis
mendengarkan lagu dan/atau musik yang mereka simpan dengan mudah.
Sedangkan Perusahaan Palm meluncurkan smartphone pertama di
Amerika Serikat, yang dalam perkembangannya juga menjadi penyimpan
sekaligus pemutar lagu dan/atau musik yang mudah bagi masyarakat luas.
Disamping itu, juga muncul program sharing file BitTorrent peer-to-peer;
28) pada tahun 2003: Perusahaan Apple meluncurkan toko iTunes;
29) pada tahun 2004: Peluncuran website My Space;
30) pada tahun 2005: Peluncuran website Facebook dan website Youtube.
Pada akhirnya, rangkaian sejarah tersebut membuat masyarakat dengan
mudah mendengarkan musik dan menyimpannya. Tanpa sebuah perlindungan bagi
pencipta lagu, maka bukannya tidak mungkin banyak orang yang akan mengklaim
karya orang lain sebagai karyanya dan menuntut hak cipta untuk dirinya atas karya
orang lain yang disimpannya tanpa seijin penciptanya.

Selain itu, perkembangan lagu dan/atau musik juga telah membuat

manusia dapat menandai dan mencatat nada-nada ke dalam suatu media. Pencatatan



tersebut yang kemudian akan menjadi acuan bagi orang-orang lainnya untuk
memainkan lagu dan/atau musik dengan nada dan melodi yang sama, yang akhirnya
akan membuat lagu dan/atau musik tersebut berkelana dari satu musisi kepada
musisi lain. Penyebaran dengan mudah suatu lagu dan/atau musik tersebutlah yang
kemudian akan membuat pencipta lagu dan/atau musik yang sebenarnya menjadi
abstrak atau bahkan tidak dapat lagi terlacak. Akibatnya, pencipta lagu dan/atau
musik tersebut tidak mendapatkan hasil dari lagu dan/atau musik yang telah susah
payah dia ciptakan dan komposisikan. Oleh karena itu, guna melindungi para
pencipta lagu dan/atau musik tersebut, Undang-undang Hak Cipta pertama kali di
dunia diterbitkan, yaitu The Statue of Queen Anne, yang mana undang-undang

tersebut diciptakan di Inggris pada tahun 1710.

Sejarah Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

1) Auteurswet 1912 Stb 1912 Nomor 600

Auteurswet 1912 Stb 1912 Nomor 600 merupakan peraturan perlindungan
Hak Cipta yang pertama kali berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia.>® Aturan ini sendiri merupakan produk hukum dari Belanda pada saat
masa penjajahannya yang dipakai oleh Indonesia dengan dasar Pasal II Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan “segala badan negara
dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang

baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.>!

30 Ramdlon Naning, SH., Perihal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 dan
Undang-Undang Hak Cipta 1982, Liberty, Yogyakarta, hal. 14
3 Ibid
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Untuk menguatkan dan menjelaskan pelaksanaan aturan peralihan ini oleh
Presiden Republik Indonesia pada waktu itu dianggap perlu menetapkan peraturan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tanggal 10 Oktober 1945, yang kutipan ketentuan
pertamanya berbunyi:

“segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai
berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 masih
berlaku saja asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
tersebut’.

Pada masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdapat juga peraturan-peraturan
peralihan yang pada intinya mempunyai arti sama seperti Undang-Undang Dasar
194532 Oleh sebab itu, Auteurswet 1912 melalui aturan-aturan peralihan yang
terdapat dalam 3 (#iga) macam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia secara
yuridis berlaku bagi pengaturan hak cipta di Indonesia walau jelas aturan tersebut
merupakan aturan dari pemerintahan Belanda.

Dalam aturan ini perlindungan Hak Cipta lebih mengutamakan kepada
literatur-literatur bukan kepada Lagu atau Musik. Aturan ini juga dapat dikatakan
hanyalah tertulis saja dan tidak diaplikasikan oleh masyarakat indonesia mengingat
secara karena tidak hanya merupakan produk barat akan tetapi dengan adanya
banyak hal-hal lain yang perlu untuk diprioritaskan pengaturannya mengingat
kondisi Negara Republik Indonesia pada saat itu baru saja merdeka.

Lemahnya perlindungan Hak Cipta pada saat awal kemerdekaan tampak

jelas dengan banyaknya saduran-saduran buku dari para pencipta asing yang

32 Ibid
11



dirubah ke dalam Bahasa Indonesia tanpa menyebutkan sumber-sumbernya seperti

L’aware karya pengarang Perancis Moliere disadur oleh Nur St. Iskandar menjadi

Si Bakhil (1926), Le Medecin Malgre juga karya Moliere disadur oleh Moh. Ambri

ke dalam bahasa Sunda dengan judul Si Kabayan Jadi Dukun (1932)

2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982

Latar belakang ingin dirubahnya Auteurwet 1912 Stb 1912 Nomor 600:

1)

2)

3)

dalam rangka pembinaan dan penyempurnaan hukum nasional dan hal
yang secara khusus mendorong terciptanya undang-undang hak cipta
baru, timbul suara-suara dalam masyarakat mensinyalir adanya
perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara Pencipta dengan
pihak-pihak yang memanfaatkan karya-karya cipta itu. Perbedaan ini
terletak pada kepincangan dalam pendistribusian keuntungan yang
kurang seimbang;

sering sekali terdengar keluhan dari pencipta bahwa hak ciptanya telah
dilanggar atau hak ciptanya dalam suatu hal tidak dilindungi oleh
undang-undang. Disamping itu, memang masih ada hal-hal yang belum
diatur, misalnya karya-karya cipta yang disiarkan melalui radiol;
Auteurswet 1912 tidak menyebutkan secara eksplisit kemungkinan
dibentuknya Biro dan Dewan Hak Cipta yang dapat menampung
kebutuhan pencipta dalam hal perlindungan, pendaftaran, dan lain-lain

atas karya ciptanya;
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4)

5)

tidak ada badan atau organisasi seperti di luar negeri yang
memperjuangkan hak pencipta dengan peraturan-peraturan yang ada;
sering terjadi pelanggaran hak cipta khusus pencipta lagu-lagu

Indonesia di luar negeri, tanpa bisa berbuat apa-apa.

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud

dalam Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN), serta untuk mendorong dan
melindungi penciptaan, penyebarluasaan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu
seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa
dalam wahana negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Hal-hal baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982:

1)

2)

dimasukkan unsur baru berdasarkan perkembangan teknologi;

dimuat unsur kepribadian Indonesia, yang sifatnya mengayomi baik
kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, agar terjamin
keseimbangan yang serasi antara kepentingan-kepentingan dimaksud.
Meski pasal 2-nya disebutkan bahwa hak cipta itu adalah hak khusus,
sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam UUD 1945, hak cipta itu
mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat dibatasi untuk kepentingan
umum. Sejalan dengan itu, dalam rangka memenuhi kepentingan
umum, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 membatasi
masa berlakunya hak cipta selama 25 tahun, yang dalam Auteurswet

1912 ditetapkan 50 tahun;
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3) dimuat ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan-ciptaan,
yang antara lain dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian, jika
terjadi sengketa mengenai hak cipta dan juga untuk kepastian hukum
sampai derajat tertentu;

4) dimuat pula ketentuan-ketentuan mengenai Dewan Hak Cipta untuk
membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan
dan untuk pembinaaan hak cipta.

Jika pada masa-masa sebelum lahirnya UUHC 1982 bentuk pelanggaran
hak cipta yang paling banyak dipersoalkan adalah pembajakan buku-buku, pada
tahun-tahun sesudah UUHC 1982 yang lebih mengemuka adalah permasalahan

pembajakan karya-karya film, lagu atau musik.

3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan-perubahan dan hal-hal baru yang terdapat dalam UUHC 1987

antara lain adalah:

1) ancaman hukuman atas kejahatan hak cipta diperberat, Pasal 41 ayat (1)
sebagaimana disebut di atas misalnya, ancaman hukumannya menjadi
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.
100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

2) tindak pidana hak cipta menjadi delik biasa;

3) jangka waktu perlindungan hak cipta selama hidup sampai 25 (dua

puluh lima) tahun sesudah pencipta meninggal dunia menurut UUHC
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1982 direvisi menjadi selama hidup sampai 50 tahun sesudah pencipta
meninggal dunia;

4) lisensi wajib (compulsory license) pertama untuk kepentingan
pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian, apabila hak cipta tidak
diberlakukan untuk tiga tahun, dan kedua pencipta dapat mengalihkan
hak ciptanya kepada pihak lain yang berminat terhadap hasil karya;

5) karya asing mendapat perlindungan melalui perjanjian bilateral atau
multilateral meski pengumuman pertama tidak dilakukan di Indonesia;

6) program komputer ditetapkan sebagai karya cipta yang dilindungi.

4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Organisasi
Perdagangan Dunia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1994, maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan
beberapa ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, hal ini
dikarenakan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama
dibidang perekonomian baik di tingkat nasional dan di tingkat internasional,
pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Kekayaan
Intelektual, khususnya di bidang hak cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka
mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan kembangnya semangat
mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sangat diperlukan dalam
pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil

dan makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
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1945, untuk itu kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997

tentang Hak Cipta.

Ada beberapa perubahan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1)

2)

melakukan suatu penyempurnaan yang mencakup ketentuan tentang hak
pencipta (menyemprunakan ketentuan pasal 2), ciptaan pesanan (Pasal
8), ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya (Pasal 10), bentuk
ciptaan baru yang dilindungi (Pasal 11), fungsi sosial hak cipta (Pasal
14), jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak cipta (Pasal 26, 27,
28), hak/wewenang menggugat (Pasal 41,42, 43, dan 45), Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Pasal 47);

melakukan penambahan ketentuan baru di bidang Hak Cipta mleiputi:
masalah hak penyewaan Ciptaan Rekaman Video, Film, dan Program
Komputer (Penambahan ketentuan Pasal 2), masalah lisensi dibidang hak
cipta (Pasal 38), masalah yang berkaitan dengan hak cipta yang meliputi
perlindungan kepada para pelaku (performers), produser rekaman suara

dan lembaga penyiaran (Pasal 43).

5) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

Beberapa pertimbangan politik hukum yang menyebutkan, bahwa

Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan

dunia yang di dalanya tercakup persetujuan aspek-aspek dagang hak kekayaan
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intelektual (TRIPs Agreement) dan salah satu pengaturannya mengenai hak cipta

dan hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Disamping itu Indonesia juga telah meratifikasi Konsensi Bern (Berne

Convention) dan WIPO. Oleh karenanya Indonesia berkewajiban untuk

menyesuaikan undang-undang nasional dibidang hak cipta dan hak yang berkaitan

dengan hak cipta sehingga dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka

meningkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak yang berkaitan dengan

hak cipta, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini memuat

beberapa ketentuan baru yang antara lain mengenai:>*

1)

2)

3)

4)

5)

6)

database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;

penggunaan alat baik melalui kabel atau tanpa kabel, termasuk media
internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik melalui media
audio, media audio visual, dan/atau sarana telekomunikasi;
penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau Alternatif
Penyelesaian Sengketa;

penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar
dari pemegang hak;

batas waktu proses perkara perdata dibidang hak cipta dan hak terkait,
baik di Pengadilan Niaga dan/atau Mahkamah Agung;

pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol

teknologi;

33 Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Paragraf 7
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7) pencantuman mekanisme pengawasan dan perlidnungan terhadap
produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi
tinggi;

8) ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;

9) ancaman pidana dan denda minimal;

10) ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer

untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

6) Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta
Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya memuat 3 (tiga) prinsip dasar,

berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan
hukum yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan
yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. 3 (tiga) prinsip dasar yang
dianut Konvensi Bern, yaitu:

a. Prinsip National Treatment;

b. Prinsip Automatic Protection;

c. Prinsip Independence of Protection.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum
ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta, dan jangka waktu perlindungan yang diberikan,
pengaturannya adalah sebagai berikut:

a. Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu

pengetahuan, dan seni, dalam segala bentuk perwujudannya;
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b. kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (reservation), pembatasan
(limitation) atau pengecualian (exception), yang tergolong sebagai hak-
hak eksklusif:

a) hak untuk menterjemahkan;

b) hak mempertunjukkan di muka umum suatu ciptaan sastra,

drama musik, dan ciptaan musik;

c) hak mendeklamasikan (zo recite) di muka umum semua ciptaan

sastra;

d) hak penyiaran (broadcast);

e) hak membuat reproduksi dengan cara dan segala bentuk

perwujudan;

f) hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaa audio

visual;

g) hak membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.
Selain dari pada hak-hak eksklusif, dalam konvensi Bern juga
mengatur apa yang dinamakan dengan hak moral. Hak yang dimaksud
ini adalah hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap
perbuatan yang bermaksud mengbuah, mengurangi, atau menambah
keaslian ciptaan yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi
pencipta.

Standar berlaku mengenai jangka waktu berlakunya perlindungan hukum
hak cipta, Konvensi Bern menentukan sebagai ketentuan umum: selama hidup

pencipta dan terus berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta

19



meninggal dunia. Terhadap ciptaan yang tidak diketahui atau penciptanya memakai
nama samaran atau pencipta merahasiakan jati dirinya, jangka waktu perlindungan
adalah 50 (lima puluh) tahun, semenjak pengumumannya secara sah dilakukan,
kecuali jika pencipta ynag memakai nama samaran atau merahasiakannya namanya
diketahui identitas pribadinya, jangka waktu perlindungan diberikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku umum, yaitu selama hidup pencipta ditambah 50 (lima
puluh) tahun setelah meninggal dunia.

Selanjutnya Konvensi Bern mengatur jangka waktu perlindungan hukum
ciptaan-ciptaan audiovisual, jangka waktu minimum perlindungan hukum adalah
50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan direkam dan dapat diperoleh oleh konsumen.
Atau jika tidak direkam dan tidak dapat diperoleh konsumen pelrindungan
hukumnya adalah minimum 50 (/ima puluh) tahun semenjak diciptakan. Untuk
ciptaan-ciptaan yang tergolong seni terapa dan fotografi, jangka waktu minimum
perlindungan diberikan adalah 25 (dua puluh lima) tahun semenjak diciptakan.

1) Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Universal Copyright telah tercipta di Jenewa pada tanggal 6 September
1952. Konvensi ini mulai berlaku untuk negara-negara penandatangan
pada tanggal 16 September 1955, dilampirkan 3 (tiga) protokol, yaitu:
a. mengenai perlindungan karya dari orang-orang yang tanpa
kewarganegaraan dan orang-orang pelarian;
b. tentang berlakunya konvensi ini atas karya-karya dari pada

organisasi-organisasi internasional tertentu;
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c. berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut serta
secara bersyarat.

Konvensi ini menganut suatu hasil karya PBB melalui sponsor
UNESCO untuk menjembatani aliran-aliran yang terdapat di benua
Eropa dan Amerika berkenaan dengan Hak Cipta.

Secara ringkas, garis-garis besar ketentuan-ketentuan paling signifikan
yang diterapkan dalam Konvensi Hak Cipta Universal antara lain
adalah sebagai berikut:

a. Adequate and effective Protection. Menurut Pasal 1 Konvensi,
setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan
perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak
pencipta dan pemgang hak cipta;

b. Duration of Protection. Suatu kompromi lain yang amat penting
dalam rangka mengakomodasi dua aliran falsafah yang saling
berhadapan satu sama lain, adalah ditetapkannya dalam Pasal IV
Konvensi, suatu jangka minimum sebagai ketentuan untuk
perlindungan hukum; selama hidup pencipta ditambah paling
sedikit 25 (dua puluh lima) tahun setelah kematian pencipta.

Universal Copyright Convention sebagai suatu perjanjian multilateral
di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara menjadi
peserta, dan konvensi ini menjadi suatu konvensi yang mempunyai
daya tarik sendiri bagi negara-negara berkembang, karena adanya

beberapa kemudahan, diantaranya tentang pengaturan standar

21



2)

minimum dari hak-hak eksklusif yang hanya memakai kriteria
sederhana adequate and effective dan syarat-syarat jangka waktu
minimum perlindungan yang pengaturannya sangat longgar.

Hal demikian menimbulkan kekhawatiran negara-negara anggota
konvensi Bern pada waktu awal diadakannya Universal Copyright
Convention, akan terjadinya pembelotan besar-besaran anggota-
anggotanya. Selain timbul kekhawatiran dengan adanya aturan-aturan
yang demikian longgar merupakan suatu set back atau retrogresive step
bagi pelrindungan hak cipta. Kekhawatiran-kekhawatiran demikian
tidak terbukti, sebaliknya telah terjadi kerjasama yang harmonis antara
lemabga-lembaga yang mengadministrasikan kedua konvensi. Baik
lembaga sekretariat dan eksekutif kedua belah pihak mengadakan
pertemuan-pertemuan berkala yang tujuan akhirnya dimaksudkan
untuk mengadakan merger yang akan menangani bersama pelaksanaan
kedua konvensi tersebut.

Realisasi kerja sama kedua konvensi, diperkenankannya negara-negara
anggota Universal Copyright Convention menjadi peserta Konvensi
Roma 1961 tentang Perlindungan hukum para artis (performers),
produser rekaman suara, dan lemabga penyiaran.

Konvensi Roma 1961

Konvensi Roma diselenggarakan pada tahun 1961 atas inisiatif dari
pemerintah Italia bekerja sama dengan tiga sekretariat antar

pemerintahan (BIRPI, ILO, dan UNESCO). Tujuan utama dari
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diadakannya konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara
internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta
atas hak-hak yang berkaitan yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari
tiga kelompok dan masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri yang
dinamakan hak-hak yang berkaitan (Related Rights/Neighbouring
Rights).

Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah:

a. Artis pelaku (performer), yang terdiri dari penyanyi, aktor,
musisi, penari, dan lain-lain, serta pelaku yang memperhatikan
karya cipta sastra dan seni;

b. Produser-produser rekaman;

c. Lembaga-lembaga penyiaran.

7) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Pengaturan mengenai Hak Cipta saat ini yang berlaku di Indonesia adalah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disahkan pada
tanggal 16 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka

Undang-Undang yang terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.’* Akan

34 pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur “pada saat
Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
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tetapi, hal ini sangat kontradiktif dengan isi Pasal 121 huruf d Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur:

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

d perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta.”
yang tentunya di dalam praktiknya menjadi suatu permasalahan dalam
pelaksanaannya mengingat telah dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tersebut.

Selanjutnya, alasan pergantian peraturan Hak Cipta ini adalah untuk

mengatur beberapa hal yang baru sebagai berikut:*

a. perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan
dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu
perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup
pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal
dunia;

b. perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta
dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak
ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);

c. penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase,

atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;

35 paragraf 4 Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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d. pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan
dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat
perbelanjaan yang dikelolanya;

e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek
jaminan fidusia;

f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah
dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma
susila, ketertiban umum, pertahanan, dan keamanan negara, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota
Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti;

h. Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk
Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan
digunakan secara komersial;

i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan
mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib
mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;

j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk
merespon perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian lagu sebagai
ragam suara yang berirama. Berbeda dengan lagu, Kamus Besar Bahasa Indonesia

memberikan pengertian lebih spesifik kepada musik, yaitu:
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1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan
hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang
mempunyai kesatuan dan kesinambungan;

2) nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama,
lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat
menghasilkan bunyi-bunyi itu).

Pada dasarnya kedua pengertian tersebut memiliki kesamaan, yaitu suatu hal yang
dapat dinikmati melalui indra pendengar (telinga).

Adanya rasa nikmat dan adanya unsur hiburan pada lagu dan/atau musik
tersebut membuat lagu dan/atau musik itu sendiri menjadi sesuatu yang bernilai dan
membuatnya memiliki bisnis industri yang sangat menjanjikan, khususnya dalam
bisnis industri hiburan. Lagu dan/atau musik tersebut dapat kita dengar baik secara
langsung atau melalui rekaman suara, radio, televisi, dan juga melalui internet yang
kita akses melalui media elektronik. Besarnya minat dan antusiasme para musisi
serta dengan melihat potensi pasar dari masyarakat Indonesia yang tidak terlepas
dari lagu dan/atau musik di dalam setiap aspek kehidupannya juga menempatkan
lagu dan/atau musik menjadi salah satu bagian dari ekonomi kreatif. Megawati
Soekarnoputri pernah mengungkapkan bahwa, musik telah menjadi bagian teramat
penting dalam kehidupan.?® Presiden Joko Widodo sendiri sangat optimistis bahwa
ekonomi kreatif kelak menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang

mana sektor ekonomi kreatif ini tidaklah bergantung pada eksploitasi sumber daya

36 Pada saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Megawati
Soekarnoputri mencanangkan tanggal 10 Maret sebagai Hari Musik Nasional.
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alam, kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada keunggulan sumber daya
manusia.’” Adanya nilai dalam lagu dan/atau musik dan adanya bisnis yang
menjanjikan bagi lagu dan/atau musik itu sendiri, membuat lagu dan/atau musik
dapat menjadikannya objek jual beli yang mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi
yang memilikinya.

Perlunya suatu perlindungan atas lagu dan/atau musik tidak lagi sebatas
untuk kepentingan individu pemilik, tetapi sudah terkait dengan kepentingan
negara. Hal itu dikarenakan ternyata Lagu dan/atau Musik saat ini sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang pada akhirnya
berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan upaya
tersebut, pada tanggal 20 Januari 2015 melalui Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Presiden Jokowi
membentuk lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif.
Badan ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia
yang bertugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan,
menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi
kreatif yang salah satu sub-sektornya adalah lagu dan/atau musik.*®

Lagu dan/atau musik menjadi salah satu bentuk ciptaan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan, guna perlindungan terhadap pemiliknya dan
kelangsungan perekonomian negara. Lagu dan/atau musik itu sendiri merupakan

salah satu kekayaan yang dihasilkan dari suatu intelektual manusia yang

37 http://www.bekraf.go.id/profil diakses pada tanggal 9 April 2017
38 http://www.bekraf.go.id/profil diakses pada tanggal 9 April 2017
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didalamnya terkandung hak yang secara umum dikatakan sebagai Hak Kekayaan
Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda
yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar.*®
Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai lagu
dan/atau musik tersebut adalah pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober
2014.%° Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang
memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu
pengetahuan, seni dan sastra. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 memberikan pengertian “Hak Cipta” sebagai hak eksklusif pencipta yang
timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek sehari-
hari, Hak Cipta menjadi sesuatu yang tergolong sebagai hak kebendaan. Hal
tersebut didukung dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang
memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap
bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara

tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. Di samping itu, Pasal 16 ayat

3 H. OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 9

40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini menggantikan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mana undang-undang baru tersebut mengutamakan
kepentingan Nasional dan memperhatikan keseimbangan antara Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
atau Pemilik Hak Terkait dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam
perjanjian internasional.
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(3) mengatur bahwa Hak Cipta dapat dibebani dengan jaminan fidusia, sedangkan
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia mengatur bahwa fidusia adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu
benda. Sehingga di dalam keperdataan, Hak Cipta telah diakui sebagai hak
kebendaan.

Di dalam rangka perlindungan lagu dan/atau musik yang merupakan
bagian dari hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
memberikan 2 (dua) macam hak yang terkandung di dalamnya, yaitu Hak Moral
dan Hak Ekonomi. Hak Moral di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang melekat secara abadi pada
diri Pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan
sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat;

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya
dalam hal terjadi Distorsi Ciptaan*!, Mutilasi Ciptaan*’, Modifikasi
Ciptaan®, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau
reputasinya.

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi sangat berkaitan dengan hak

untuk mengambil manfaat ekonomi atas karya cipta yang dihasilkan. Hak tersebut

4! Distorsi Ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan
42 Mutilasi Ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan
43 Modifikasi Ciptaan adalah pengubahan atas Ciptaan
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salah satunya adalah royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial.
Pengambilan hak secara komersial inilah yang dititikberatkan oleh Penulis, yang
mana hak ekonomi sudah selayaknya dan harus dilindungi. Namun demikian,
perlindungan terhadap hak ekonomi tersebut juga harus memperhatikan perihal
lain, diantaranya tentang bagaimana hidup masyarakat yang juga menikmati ciptaan
lagu dan/atau musik tersebut.

Harus diakui bahwa kreatifitas manusia untuk melahirkan karya-karya
intelektual, yang salah satunya adalah lagu dan/atau musik, tidaklah lahir begitu
saja. Proses untuk melahirkan karya-karya seni tersebut memerlukan energi,
pemikiran yang keras, dan tidak jarang juga membutuhkan pengeluaran biaya yang
sangat tinggi. Namun demikian, tidak semua karya-karya tersebut dapat diberikan
perlindungan baik hak moral serta hak ekonomi di atasnya.

Pada dasarnya, tidak semua ciptaan mendapatkan perlindungan hak cipta
yang nantinya juga akan memberikan hak moral dan hak ekonomi, terdapat syarat-
syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya diberikan Hak Cipta. Syarat-syarat
tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa agar suatu ciptaan mendapatkan
perlindungan sebagai berikut:

a. telah diekspresikan dalam bentuk nyata
Suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan adalah suatu karya cipta
yang telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau di

baca. Perlindungan hak cipta tidak dapat diberikan kepada hal yang
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sekedar ide saja yang tidak diwujudkan karena ide tersebut belum
memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, atau dibaca;
b. menunjukkan suatu keaslian
Ciptaan tersebut di dalam ketentuan haruslah dihasilkan berdasarkan atas
suatu inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan,
atau keahlian dari pencipta tersebut. Tentunya kemampuan-kemampuan
tersebut adalah berbeda di dalam setiap individu manusia yang didapatkan
oleh tiap individu dari pengalaman hidup, pendidikan, serta hal-hal lain
yang menyentuh kehidupannya sehingga atas hal tersebut ciptaan tersebut
haruslah memang asli dan original dari tiap individu tersebut.
dua syarat tersebut memberikan penjelasan yang cukup terang mengenai ide yang
mendapatkan hak cipta, yaitu ide yang telah tertuangkan dalam satu bentuk dan
didapatkan dari pikiran orang itu sendiri.

Sebuah lagu dan/atau musik tercipta tentu karena ada penciptanya.
Ironisnya, pencipta terkadang tidak mempunyai akses secara mandiri untuk
mempublikasikan lagunya, bahkan untuk kepentingan komersial. Banyak sekali
kendala yang dihadapi pencipta untuk memproduksi dan mempublikasikan lagu
ciptaannya, seperti peralatan yang terbatas, biaya, cara publikasinya, perizinan,
pendistribusian, atau bahkan pengetahuan mengenai hak cipta itu sendiri, dan lain
sebagainya.

Proses produksi musik bukanlah proses yang singkat dan mudah. Terdapat

beberapa proses yang cukup panjang dan rumit yang harus dilalui sebuah musik
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untuk kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat. Beberapa tahapan tersebut antara

lain:**

1)

2)

3)

4)

)

Composing (proses komposisi)

Proses ini adalah proses pondasi atau awal dari sebuah musik. Pada tahap
inilah seseorang mencari, mendapat dan memproses ide mengenai lagu
dan/atau musik tersebut, membuatnya dari nada-nada menjadi sebuah
melodi;

Arranging (Proses aransemen)

Pada tahap ini sebuah lagu dan/atau musik diterapkan dalam alat-alat
musik yang akan digunakan dalam intro, verse, reff, serta penentuan
tempo untuk lagu dan/atau musik tersebut;

Recording (Proses perekaman)

Pada tahap ini peran home recording mulai diperlukan bagi yang
menggunakan jasa home recording. Kegiatan yang berkaitan dengan
proses ini adalah teknis yang bersangkutan dengan routing alat rekaman,
mengatur gain alat, setting alat, dan proses rekaman;

Mixing (Pencampuran)

Tahap pencampuran adalah tahap mencampurkan setiap track suara bait
instrumen, vocal, dan lain-lain dari hasil perekaman sebelumnya. Proses
balancing, effect, equalisasi, juga dilakukan dalam tahap ini;

Mastering (Pemolesan)

44

Rekammusik.blogsopot.co.id/2012/02/proses-produksi-sebuah-lagu-secara-umum.html?m=1,
diakses pada tanggal 1 April 2018 pukul 22.36 WIB.
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Tahap ini hanya menangani 1 (satu) track, yaitu equalisasi untuk kedua
kalinya, mengkompres, menghilangkan noise, dan menghilangkan
kesalahan yang dihasilkan saat tahap pencampuran.
Selanjutnya hasil rekaman dapat digandakan dan disebarkan untuk dijual baik
melalui media kaset, DVD/CD, dan/atau media internet berbayar yang saat ini
banyak digunakan di masyarakat. Di sisi lain, hasil rekaman tersebut juga dapat
dipertunjukkan dalam acara-acara musik, atau bahkan di pertunjukkan ulang oleh
penyanyinya sendiri.

Pada dasarnya, proses yang sangat panjang dalam industri musik tersebut
melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut memiliki keterkaitan dengan
karya cipta atas lagu dan/atau musik yang telah dinikmati oleh masyarakat. Terkait
hal ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membagi pihak
tersebut menjadi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang
mana pada Pemilik Hak Terkait tersebut dibagi lagi menjadi 3 (#iga) bagian seperti
pelaku pertunjukkan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 mengartikan para pihak tersebut sebagai berikut:

1) Pencipta. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta mengatur “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang

secara sendiri-sendiri atau bersama menghasilkan suatu ciptaan yang

bersifat khas dan pribadi”. Di dalam ciptaan atas lagu dan/atau musik,
pencipta tersebut biasa dikenal sebagai pencipta lirik, komposer;
2) Pemegang Hak Cipta. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta mengatur “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta
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3)

4)

)

sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah
dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak
vang menerima hak tersebut secara sah.”. Dalam ciptaan atas lagu
dan/atau musik, pemegang hak cipta tersebut biasa dikenal sebagai
publisher atau penerbit musik;

Pelaku Pertunjukan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta mengatur “Pelaku Pertunjukan adalah seorang
atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan™. Di dalam ciptaan
atas lagu dan/atau musik, pelaku pertunjukan tersebut biasa dikenal
sebagai penyanyi baik secara sendiri-sendiri (solo), duet, trio, atau group
band;

Produser Fonogram. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta mengatur “Produser Fonogram adalah orang
atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung
Jjawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik
perekaman pertunjukkan maupun perekaman suara atau bunyi lain”. Di
dalam ciptaan atas lagu dan/atau musik, produser rekaman tersebut biasa
dikenal sebagai produser;

Lembaga Penyiaran. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta mengatur “Lembaga Penyiaran adalah
penyelenggara Penyiaaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga

penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga
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penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”.

Kelima unsur tersebut memiliki perannya masing-masing yang penting dalam
industri musik. Di samping itu, pihak-pihak yang disebutkan di atas juga dapat
menjadi pihak yang memegang hak. Para pihak tersebut juga memiliki hak ekonomi
yang berbeda-beda. Undang-Undang Hak Cipta yang terdahulu hanya membagi hak
ekonomi dalam bagian mengumumkan dan/atau memperbanyak.* Hal ini sangat
berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang
membagi secara detail hak ekonomi yang ada pada tiap pihak.

Perlu ditegaskan bahwa proses pengaturan atas suatu hak cipta tidak lepas
dari suatu permasalahan hukum. Kasus tentang hak cipta yang pertama kali muncul
adalah pada tahun 1847 di Perancis. Kasus tersebut dimenangkan oleh Ernest
Bourget atas Café des Ambassadeurs karena tidak melakukan pembayaran atas
performa yang dilakukan oleh Ernest Bourget yang diputar pada café tersebut.
Selanjutnya, ada tahuan 1851 dibentuklah SACEM (Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de Musique) yang merupakan lembaga manajemen
kolektif pertama yang dibentuk pertama kali di dunia yang dalam hal ini tepatnya
dari Negara Perancis.

Indonesia sebagai negara yang telah merdeka pada tahun 1945 baru

mengenal perlindungan mengenai Royalti tersebut pada tahun 1994, yaitu dengan

4 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan “Hak
Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
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meratifikasi Persetujuan TRIPs dalam WTO yang diratifikasi dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the
World Trade Organization, yaitu kaidah penunjuk berlakunya Konvensi Bern.
Selanjutnya Indonesia juga meratifikasi Berne Convention pada tanggal 7 Mei 1997
dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan dinotifikasi ke WIPO pada
tanggal 5 Juni 1997, yang mana kemudian Konvensi Bern berlaku di Indonesia pada
tanggal 5 September 1997. Indonesia juga meratifikasi WIPO Copyright Treaty
(WCT) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 yang mulai berlaku
pada tanggal 6 Maret 2002. Terakhir, konvensi internasional yang diratifikasi oleh
Indonesia adalah WIPO Performance and Phonograms Traty (WPPT) dengan
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 20 Mei
2002.% Ratifikasi-ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum terlalu
mengenal secara detail atas Hak Cipta itu sendiri.

Indonesia baru benar-benar menerbitkan peraturan mengenai
perlindungan Hak Cipta mengenai Royalti yaitu pada tahun 2002. Hal ini tampak
secara tegas di dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang
mengatur “kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti

kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.”.

Pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

46 Dina Widyaputri Kariodimedjo, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri, hal.
3.
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Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini berlaku, yaitu Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan aturan hukum yang
menggantikan aturan hukum Hak Cipta yang lama (Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta) yang mana salah satu perubahan yang sangat
signifikan kepada Pengguna di Industri Hiburan adalah mengenai proses
pembayaran Royalti. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saat ini adalah
upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral
Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan
kreativitas nasional. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti
Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur
tentang:

a. perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan
dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu
perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup
pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal
dunia;

b. perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta
dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak
ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);

c. penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau

pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
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pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan
dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat
perbelanjaan yang dikelolanya;

hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek
jaminan fidusia;

Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah
dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma
susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota
Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti;
Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk
Ciptaan dan produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan
digunakan secara komersial;

Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan
mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib
mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;

penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk

merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengaturan-pengaturan tersebut memang tidak memiliki perbedaan yang cukup

signifikan dibandingkan dengan pengaturan yang lama. Namun pada dasarnya,

perlindungan tersebut adalah untuk melindungi karya cipta itu sendiri. Pada Pasal

40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga
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memasukkan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagai salah satu Ciptaan
yang dilindungi.*’

Penghargaan atas suatu hak cipta, yang mana mengandung hak moral dan
hak ekonomi, sebagaimana telah disebut sebelumnya juga dapat berbentuk royalti.
Terminologi Royalti dalam New Encyclopedia Britannica tahun 1980 adalah:
“Pembayaran yang diberikan kepada seorang pencipta, komposer, atau artis atas
setiap penggandaan karya ciptanya yang terjual, juga digunakan pada penemuan
baru, desain, dan hak pertambangan”. Atas hasil karya cipta atas lagu dan/atau
musik yang dimiliki Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait
memiliki hak ekonomi yang merupakan suatu hak eksklusif bagi Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atas Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang mereka miliki. Pasal 1 angka
21 memberikan pengertian Royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan Hak
Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau

Pemilik Hak Terkait.

Ketentuan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak

Terkait

47 Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Ciptaan yang
dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
Ceramabh, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;

o0 o
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Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
mengatur Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk
melakukan:

a. penerbitan Ciptaan;

b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c. penerjemahan Ciptaan;

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f.  pertunjukan Ciptaan;

g. pengumuman Ciptaan;

h. komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan.
Hak-hak tersebut akan memberikan income/royalti kepada mereka yang
melakukan. Hal inilah yang disebut sebagai hak ekonomi dalam Hak Cipta, dimana
seseorang bisa mendapatkan keuntungan atas apa yang dilakukannya terhadap
suatu hak cipta yang telah tertuang secara nyata.

Pada dasarnya setiap jenis pemilik hak cipta memiliki keistimewaannya
sendiri-sendiri. Atas hak cipta yang mereka miliki, mereka memiliki hak dan
kewajiban atas hak cipta tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi Pelaku
Pertunjukan yang memiliki hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi hak
melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk

melakukan:
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penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;

fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;

penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau segala bentuk;
pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;

penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Sedangkan bagi Produser Fonogram, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hak ekonominya meliputi hak

melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk

melakukan:
a. penggandaan atas Fonogram dengan segala cara atau bentuk;
b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses

publik.

Lembaga Penyiaran yang juga merupakan bagian dari Pemilik Hak

Terkait, di dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta menyatakan hak ekonominya meliputi hak melaksanakan sendiri,

memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a.

b.

penyiaran ulang siaran;
komunikasi siaran;
fiksasi siaran; dan/atau

penggandaan Fiksasi siaran.
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Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, masing-masing dari para
pemilik hak cipta tersebut memiliki peluang untuk mendapatkan royalti dari hak
yang mereka miliki tersebut. Royalti tersebut dibayarkan oleh pihak yang
menggunakan lagu dan/atau musik tersebut atas ijin para pemilik hak cipta.

Selanjutnya dengan melihat hak-hak ekonomi yang dapat dimiliki, para
pemilik hak sangat ingin membawa hasil karyanya kepada masyarakat. Akan tetapi
tentunya adalah sangatlah tidak mungkin bagi setiap pihak disini baik pemilik hak
serta pengguna untuk saling mencari dan meminta ijin satu dengan yang lain atas
suatu lagu dan/atau musik.

Bagi para Pengguna yang melakukan bisnis layanan publik yang bersifat
komersial, proses pembayaran Royalti ini tidaklah langsung dibayar kepada para
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau kepada Pemilik Hak Terkait, melainkan
melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak
Cipta mengatur “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak
Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar
dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta
dan Hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”.

Lembaga Manajemen Kolektif sendiri menurut Pasal 1 angka 22 Undang-
Undang Hak Cipta adalah merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba
yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak
Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan

mendistribusikan royalti.
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Lembaga

Manajemen Kolektif

Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional
Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif mengarti Lembagai Manajemen
Kolektif sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa
oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola
hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin
Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif mengatur lebih lanjut
mengenai tugas dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga
Manajemen Kolektif Hak Terkait sebagai berikut:

a. menyusun kode etik Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu
dan/atau musik;

b. melakukan pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif di
bidang lagu dan/atau musik;

c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pengurus Lembaga
Manajemen Kolektif;

d. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan
Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang

berada di bawah koordinasinya;

43



menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh
pengguna kepada Lembaga Manajemen Kolektif;

menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait;

melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Agar suatu badan hukum nirlaba dapat menjadi Lembaga Manajemen

Kolektif, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta mewajibkan badan hukum tersebut mengajukan permohonan Izin

Operasional kepada Menteri yang terkait yang mana persyaratannya telah tegas

dicantumkan pada Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta yaitu:

a.

b.

berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;

mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak
Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus)
orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau
musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima
puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik
Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;

dan
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e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait.
Hal tersebut di atas juga tertulis di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan
Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
Menjadi Lembaga Manajemen Kolektif memerlukan beberapa proses atau
tahapan. Apabila dituangkan dalam suatu bagan, maka proses tersebut terdiri atas

sebagai berikut:

Pemohon
i 5 = LMKN
LMK Pencipta/Hak Menteri E—>
Terkait
?
Persyaratan yang harus
dilengkapi : Pemqusaap
Administratif

Mengisi Formulir Permohonan 7 (ml*'(Uh.) hari

Penerbitan Izin Operasional LMK ool

dengan melengkapi :

1. Salinan Akta Pendirian;

2. Salinan  Keputusan —Menteri Verifikasi
Mengenai Pengesahan Badan Lapangan
Hulum; ~ 4 7 (tujub) hari

3. Surat Kuasa dari Pencipta, Keria
Pemegang Hak Cipta, atau
Pemilik Hak Terkait;

4. Anggaran Dasar LMK; T

5. Fotocopy KTP Pengurus LMK Has.ll .Venf'fkam

6. Daftar Nama Angota LMK; Administratif dan
Catatan (200 (dua ratus) Lapangan
anggota untuk LMK Pencipta
bidang music dan 50 (lima }
puluh) anggota untuk LMK Hak "
Terkait bidang musik dan LMK PRekolr,r.lt:r;dlas.l
untuk obyek ciptaan lainnya. e(;:er - :lm

7. Daftar Karya Ciptaan, dan/atau P
Produk Hak Terkait yang T
dikelola LMK \!

8. Surat Pernyataan mampu .
menarik, menghimpun, dan -Penerbltz.m

R 7 Izin Operasional
mendistribusikan Royalti kepada LMK

Pencipta, pemegang Hak Cipta
atau Pemilik Hak Terkait.
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Gambar — Prosedur Penerbitan Izin Operasional Menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan
Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
(LMK)*

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta yang menyatakan “Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta di bidang lagu
dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang
masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

a. kepentingan Pencipta; dan

b.  kepentingan pemilik Hak Terkait.”

SRS ; Pengguna :
Users/Pengguna | Radio, TV, Hotel,

Karocke, Restoran dll

LMKN LMKN

Pencipta Hak Terkait
LMK LMK
LMK LMK LMK Pelaku Produser
Pertunjukan Phonogram
Anggota Anggota Anggota
Pencipta Pencipta :Pencipta/ Anggota : Anggota
/Pemegang Pemegang Pemegang Pelaku Produser
. Hak e Pertunjukan Phonogram
Cipta Cipta Cipta J gt

8 Petunjuk Pelaksaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Seksi Lembaga Manajemen
Kolektif (LMK) Subdit Pelayanan Hukum dan LMK Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
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Gambar 1 — Flowchart Hubungan Hukum antara Pengguna (Users) atas
Karya Ciptaan Lagu dan/atau Musik dengan LMKN dan LMK Menurut

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Penjelasan-penjelasan dan bagan-bagan di atas menunjukkan bahwa
Pemerintah telah ikut berperan dalam perlindungan Hak Cipta. Namun demikian,
meski pemerintah telah turun tangan atas hal ini, kenyataannya masih banyak sekali
permasalahan-permasalahan hukum yang ada oleh dan diantara para pengguna
(user) dengan pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait.
Salah satu bentuk permasalahan yang terus terjadi oleh dan diantara Pengguna
(user) dengan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait. Salah satu
permasalahan yang selalu terjadi oleh dan diantara para pihak adalah mengenai
royalti*. Permasalahan royalti ini sendiri selalu seputar royalti apa yang ditarik,
siapa yang menarik royalti, apa yang menjadi dasar di dalam proses penentuan
royalti. Permasalahan yang cukup banyak mencolok adalah permasalahan yang

melibatkan Rumah Bernyanyi atau lebih dikenal dengan Karaoke.

Bisnis Usaha Karaoke atau Rumah Bernvanvi

Di dalam Oxford Dictionary, karaoke diartikan sebagai “a type of
entertainment in which a machine plays only the music of popular songs so that

people can sing the words themselves” atau bisa diterjemahkan secara bebas

49 Royalti adalah “imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait
kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak terkait dengan
syarat tertentu” Ps. 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
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karaoke adalah salah satu jenis hiburan yang mana terdapat suatu mesin yang hanya
memainkan musik atau melodi dari atas lagu dengan tujuan agar orang-orang bisa
menyanyikan lirik lagu tersebut.

Rumah Bernyanyi (Karaoke) sendiri adalah suatu kata yang berasal dari

bahasa jepang karaoke (77 7 # ) yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “kara”

yang merupakan singkatan dari kata bahasa Jepang karappo (> 5 - IX) yang

berarti kosong, dan “oke” yang merupakan singkatan dari kata bahasa Jepang
okesutora (4 —7 A b Z) yang merupakan kependekan kata dari “orchestra”,

sehingga secara harafiah istilah karaoke dapat diartikan sebagai suatu melodi yang
tidak memiliki vokal.>®

Karaoke sendiri muncul pertama kali di Negara Jepang tepatnya di Kansai,
Kobe.’! Hal ini tidak lepas dari kegemaran orang jepang yang sangat menyukai
pesta. Sejak dahulu, di dalam pesta selalu terdapat seseorang yang selalu bernyanyi
dan orang lain bertepuk tangan dengan tujuan untuk memberikan suasana yang
lebih meriah. Orang-orang dalam pesta tersebut tidak peduli apakah orang tersebut
bisa menyanyi apa tidak, hal yang terpenting adalah pesta tersebutyang
memberikan suatu kegembiraan. Ada banyak sekali versi sejarah mengenai
kemunculan karaoke, akan tetapi yang paling orang tahu adalah pada sekitar tahun
1970, dimana ada seorang pemain drum dan penyanyi yang bernama Inoue Daisuke
yang selalu tampil pada kedai kopi di Kansai, Kobe. Inoue Daisuke diminta oleh

para tamu pada kedai kopi tersebut untuk merekam permainannya dengan tujuan

50 http://www.karaokeandmore.com/history.html, diakses pada tanggal 13 Januari 2015
5! http://karaokescene.com/history/ diakses pada tanggal 13 Januari 2015
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agar tamu tersebut dapat memakai rekaman tersebut dalam suatu acara-acara
lainnya. Hal ini tentunya membuat Inoue Daisuke melihat suatu prospek bisnis yang
pada akhirnya muncullah mesin karaoke untuk pertama kali.>? Di Jepang sendiri,
Karaoke hingga saat ini merupakan salah satu sumber dukungan terbesar
pengembangan musik.

Hiburan Karaoke ini tidak hanya populer di Jepang, Karaoke sendiri
sangatlah populer di Asia, khususnya di Negara Asia Timur dan Asia Tenggara,
yang dalam hal ini tidak ketinggalan juga kepopuleran hiburan Karaoke ini juga
sampai di Indonesia. Lihat saja nama-nama pusat hiburan karaoke yang sudah
terkenal seperti Alegro, Happy Puppy, Inul Vizta, Grand Charly VHT, Transera,
Masterpiece, Lyrics, Princess Syahrini, Venus yang saat ini sangat menjamur tidak
hanya di kota-kota besar di Indonesia, akan tetapi juga berkembang hingga ke
pelosok-pelosok.> Akibat dari populernya usaha hiburan karaoke ini di Indonesia,
membuat orang serta perusahaan berlomba-lomba ingin membuka hiburan Karaoke
tersebut di Indonesia. Pada bulan November 2014, sudah tercatat + 294 (lebih
kurang dua ratus sembilan puluh empat) outlet yang ada di Indonesia.>* Di dalam
membuat usaha karaoke juga tidaklah suatu bisnis yang main-main, di Indonesia

sendiri terdapat suatu standar atas pembukaan usaha karaoke sebagaimana

52 http://content.time.com/time/printout/0,8816,2054546,00.html diakses pada tanggal 13 Januari
2015

53 Presentasi Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia dengan judul
“Dukungan Anggota APERKI terhadap Upaya Pengembangan Industri Musik di Indonesia” pada
tanggal 25 November 2014 pada Seminar Nasional Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan
Pemusik Republik Indonesia

54 Ibid.
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dimaksud dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke.

Salah satu yang menjadi poin penting dan utama adalah lagu dan/atau
musik. Tidak mungkin ada suatu hiburan karaoke yang tidak ada lagu dan/atau
musiknya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lagu adalah ragam suara
yang berirama dan musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan,
kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang
mempunyai kesatuan dan kesinambungan.> Saat ini lagu dan/atau musik itu sendiri
bisa dikatakan merupakan suatu kombinasi suara manusia yang berirama dengan
diiringi dengan alat musik sehingga menghasilkan lagu yang enak di dengar. Hal
inilah yang dipakai para pengusaha hiburan karaoke, yaitu dengan memainkan
iringan alat musik pada suatu lagu tanpa adanya suara manusia yang dalam hal ini
penyanyi asli lagu tersebut. Tentunya atas hal ini pihak pengusaha hiburan karaoke
perlu meminta ijin didalam menggunakan lagu dan/atau musik tersebut dalam
bisnis usaha karaoke tersebut.

Di dalam perkembangan bisnis usaha karaoke yang sangat melesat yang
tampak pada jumlah outlet karaoke sejumlah 297 (dua ratus sembilan tujuh) unit>®
ternyata tidak sejalan dengan proses perlindungan hukum yang tidak hanya kepada
pencipta dan pemegang hak terkait tetapi juga kepada penerima lisensi yang dalam

hal ini para pebisnis usaha karaoke. Di dalam usaha bisnis karaoke yang sudah

55 http://kamusbahasaindonesia.org/
56 Penjelasan Asosiasi Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia pada proses sosialisasi di
Palembang pada bulan September 2014
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berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun®’ aturan-aturan hukum yang jelas di
dalam pemakaian lagu dan/atau musik pada bisnis usaha karaoke tetap mengalami
kekaburan. Setiap pebisnis usaha karaoke memiliki aturan-aturan sendiri yang tidak
seragam yang dalam hal ini dikarenakan pihak pemerintah tidak memberikan
patokan-patokan yang jelas di dalam menjalankan bisnis usaha karaoke yang jelas
melibatkan beberapa pihak. Terdapat beberapa pandangan-pandangan para pihak
yang sangat bersebrangan dalam menjalankan usaha karaoke sebagai berikut:

1) menurut para pebisnis usaha karaoke, bentuk usaha karaoke adalah
termasuk di dalam pengertian “pengumuman” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta yang menyatakan “pembacaan, penyiaran, pameran, suatu
ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non
elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan
dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”. Pemahaman ini jelas
bukanlah pemahaman sepihak saja, tetapi pemahaman tersebut juga
didasarkan oleh fakta-fakta yang ada hingga kurang lebih 20 (dua puluh)
tahun ini. Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pebisnis usaha
karaoke memiliki kewajiban untuk mendapatkan seluruh izin yang terkait
yang salah satunya lisensi. Di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan “Lisensi adalah izin

tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait

57 Usaha bisnis karaoke pertama kali adalah dilakukan oleh Rumah Karaoke Keluarga Happy
Puppy yang telah berdiri sejak tahun 1992
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kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi Ciptaannya atau
produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. Pada praktiknya saat ini, di
dalam pemahaman para pebisnis usaha karaoke hal yang diumumkan adalah
Ciptaan dari Pencipta, sehingga para pebisnis usaha karaoke melalui
lembaga collecting society yang ditunjuk oleh Pencipta membayarkan biaya
royalti®®. Lembaga collecting society yang saat ini melakukan penarikan
royalti adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Asosiasi Industri
Rekaman Indonesia (ASIRI), RMI, WAMI, dan masih banyak lagi lembaga
collecting society yang bermunculan di Indonesia. Hal ini telah dilakukan
para pebisnis usaha karaoke sejak lama dan secara faktual angka
pembayaran royalti bisa berbeda-beda yang dimana dalam hal ini
disebabkan oleh isi pasal undang-undang hak cipta terdahulu yang
menyebutkan “jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang
Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”;
2) di dalam pandangan Pelaku Pertunjukkan dan Produser Fonogram baru-
baru ini yaitu sekitar tahun 2010 ke atas, pandangan para pebisnis usaha
karaoke adalah tidak benar. Pelaku Pertunjukkan dan Produser Fonogram
melihat bisnis usaha karaoke adalah termasuk juga dalam bentuk
penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan

58 Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan
“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait
yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”
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“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu
salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam
bentuk apapun, secara permanen atau sementara”. Pelaku Pertunjukkan
dan Produser Fonogram melihat pemakaian video klip dan penayangan
suara dari pencipta pada setiap outlet adalah merupakan penggandaan yang
harus ditarik juga royaltinya.

Pemerintah sendiri melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 tentang
Pengesahan Tarif Royalti Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) telah menetapkan
besaran Tarif Royalti Rumah Bernyanyi (Karaoke) per ruang per hari untuk Rumah
Bernyanyi (Karaoke) kategori Karaoke Keluarga adalah sebesar Rp. 12.000,- (dua
belas ribu Rupiah) per ruang per hari, akan tetapi, mesk terdapat aturan hukum
demikian juga masih belum bisa melindungi pengguna (user) yang dalam hal ini
para pengusaha Rumah Bernyanyi (Karaoke) dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini
dikarenakan, masih banyaknya gugatan perdata atau aduan pidana yang masih di
lakukan oleh para pemilik hak yang tentunya hal ini membuat suatu kondisi bisnis
yang tidak aman dan tentunya malah menciptakan suatu hubungan hukum yang
merugikan kepada seluruh pihak.

Terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan
hingga saat ini:

1) masalah kekaburan pengertian royalti di dalam Pasal 87 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
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2) konsep Lembaga Manajemen Kolektif dalam Undang-Undang Nomor 28

3)

4)

Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi menghilangkan eksklusifitas Hak

Cipta dari Pencipta. Mengapa? Karena tidak lagi bisa mengexercise hak

cipta sesuai dengan keinginan bebasnya;

inkonsistensi mengenai perlakuan kapan dianggap legal dan ilegal;

pembuatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini

benar-benar disusun untuk merespon atau menjawab kebutuhan atau

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Atau dengan kata lain tidak

disusun dengan blueprint-blueprint yang konseptual:

a.

rumusan pasal 87 itu benar-benar untuk menjawab adanya masalah
di dalam penggunaan lagu pada user karaoke selama ini
membutuhkan satu panduan, aturan yang melandasinya jelas;
karena adanya kebutuhan seperti itu maka pasal-pasal tersebut
menjadi redaksional untuk menjawab kebutuhan tadi. Hal ini
berbeda apabila di jawab secara blueprint yang mana pasti akan
membahas hak, eksploitasi, dan detail-detail operasionaliasinya.
Start from zero. Lagu hingga proses eksploitasi (jelaskan melalui
konsep musik for business);

resiko dari rumusan yang bersifat responsif seperti ini kemudian
sistematika-sistematika dari kerangka pikir (ratio legis)nya menjadi
tidak terstruktur, lebih menjadi partial (by spo) untuk menjawab

permasalahan.

54



Merupakan hal yang wajar bagi para pengguna (user) yang dalam hal ini
Pengusaha Rumah Bernyanyi (Karaoke) dengan banyaknya laporan pidana yang
masuk ke dalam kepolisian serta gugatan-gugatan perdata menciptakan suatu
ketakutan di dalam melakukan proses bisnis dalam industri musik. Pengguna (user)
yang dalam hal ini Pengusaha Rumah Bernyanyi (Karaoke), tentu memiliki
keinginan untuk mendapatkan keuntungan di dalam menjalankan bisnisnya. Di sisi
lain, Pengusaha Rumah Bernyanyi (Karaoke) juga memiliki tujuan lain yaitu untuk
membuat produk ciptaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat dan para
pemilik hak juga akan mendapatkan hak ekonomi yang disebut sebagai royalti,
tujuan tersebut diharapkan oleh Pengusaha Rumah Bernyanyi (Karaoke) akan
tercapai dengan dinyanyikan lagu dan/atau musik oleh para konsumen Rumah
Bernyanyi (Karaoke). Di samping itu, dengan adanya usaha Rumah Bernyanyi,
diharapkan juga akan membuka lapangan usaha yang luas kepada masyarakat
Indonesia. Atas hal tersebut, pihak pengguna (user) yang dalam hal ini Pengusaha
Rumah Bernyanyi (Karaoke) menginginkan adanya suatu upaya agar tercipta suatu
hubungan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban di antara para pihak.

Banyaknya permasalahan-permasalahan hukum yang ada oleh dan
diantara para pihak tersebut, mengakibatkan adanya dorongan untuk pengkajian
secara menyeluruh kepada setiap pihak yang terlibat dalam Hak Cipta agar pihak
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait mendapatkan haknya baik
moral serta ekonomi. Sehingga Pengguna (user) dapat memakai produk hak cipta

dan hak terkait dengan aman tanpa adanya gangguan dari banyak pihak, serta
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Industri Hiburan khususnya yang menyangkut lagu dan/atau musik dapat

berkembang secara pesat di Indonesia.

Akibat adanya perbedaan pemahaman yang ada pada setiap pihak, penulis

mendapatkan beberapa permasalahan hukum yang telah terjadi dalam bisnis usaha

karaoke sebagai berikut:

1)

2)

3)

laporan yang diajukan oleh Sdr. Fariz Roestam Moenaf (atau yang lebih
dikenal publik dengan nama Fariz RM) di Polda Metro Jaya — Direktorat
Reserse Kriminal Khusus sebagaimana tampak dalam Laporan Polisi
Nomor: LP/49/1/2014/PMJ/Bareskrim tanggal 15 Januari 2014 yang
melaporkan para pebisnis usaha karaoke yang diduga melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimana para pebisnis usaha
karaoke diduga menggunakan karya cipta lagu tanpa seijin Fariz RM
selaku pemegang hak cipta lagu;

somasi yang diajukan oleh Produser Fonogram PT Nagaswara Sakti dan
PT Opera Swara Genta melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Agustus
2014 kepada para pebisnis usaha karaoke atas adanya dugaan tindak
pidana menggunakan lagu-lagu atas produk/pencipta lagu, musisi
dibawah naungan produser fonogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72, Pasal 2 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

somasi yang diajukan oleh Band Radja melalui kuasa hukumnya kepada

para pebisnis usaha karaoke atas adanya dugaan pelanggaran hak cipta
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yaitu dengan sengaja membuat, memperbanyak, atau menyiarkan
rekaman suara tanpa persetujuan pemilik hak cipta yang saat ini juga telah
dilanjutkan oleh pihak Band Radja dengan melaporkan para pebisnis

usaha karaoke kepada Mabes Polri.

Originalitas Penelitian

Mengingat ketidakjelasan hukum khususnya bagi para pebisnis usaha
karaoke, kiranya dipandang perlu adanya pemikiran tentang bagaimana seharusnya
aturan main yang jelas di dalam hukum khususnya di dalam bisnis usaha karaoke.
Terdapat 2 (dua) buah karya disertasi, yakni oleh Hendra Tanu Atmadja dan oleh
Bernard Nainggolan yang menjadi perhatian di dalam proses penulisan disertasi ini.
Pada karya disertasi dari Hendra Tanu Atmadja yang diterbitkan sebagai buku
dengan judul “HAK CIPTA — Musik atau Lagu” tersebut menjelaskan mengenai
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta khususnya terkait
dengan karya cipta atas lagu dan/atau musik, sedangkan Bernard Nainggolan dalam
karya disertasinya yang berjudul ‘“Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dalam
Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga
Manajemen Kolektif dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional” yang juga
telah diterbtikan dalam buku yang berjudul “Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan
Lembaga Manajemen Kolektif” lebih mengarahkan kepada proses perlindungan
dari para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang

dihubungkan dengan fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif. Namun, tentang
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bagaimana dengan pihak Pengguna (user) yang juga merupakan bagian dari pihak
yang juga terkait dengan industri ini tidak dibahas secara mendalam.

Hal yang membedakan penelitian penulis ini dengan karya tulis yang telah
disebutkan di atas adalah penulis mengkaji secara mendalam dan melihat perspektif
dari perlindungan pihak Pengguna (User) yang merupakan pihak yang juga
memiliki peranan penting di dalam memajukan industri hiburan khususnya atas
karya cipta atas lagu dan/atau musik.

Pertumbuhan dari banyaknya industri hiburan yang semakin bermunculan
yang tidak hanya pada kota-kota besar akan tetapi juga sudah merambah kepada
kota-kota kecil memberikan peran yang sangat signifikan dalam banyaknya royalti
yang saat ini diterima oleh pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak
Terkait. Di Indonesia sendiri, salah satu bidang industri musik yang mengalami
penambahan pembayaran royalti yang cukup signifikan adalah usaha rumah
bernyanyi (karaoke) yang saat ini pembayaran royaltinya meningkat pesat. Disatu
sisi pembayaran yang cukup signifikan tersebut ternyata belum dirasakan oleh para
Pencipta dan Pemilik Hak Terkait, yang mana hal ini dikarenakan masih banyaknya
aturan-aturan yang hanya melihat satu sisi saja yaitu dari para Pencipta, Pemegang
Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait tanpa melihat bagaimana sisi para Pengguna
(User) di dalam menjalankan bisnisya agar dapat membayarkan suatu royalti
dengan konsep penghitungan yang adil dan tidak memberatkan hingga sampai
menutup bisnis usaha tersebut.

Melalui penelitian ini, penulis ingin melakukan penelitian untuk

menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya
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Pengguna (User) yang tidak terlindungi dan tidak diperhatikan bagaimana situasi
bisnisnya serta mencari solusi agar setiap pihak yang ada di dalam industri ini yang
tidak hanya Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait tetapi juga kepada
para Pengguna (user) yang bergerak pada industri hiburan sehingga dapat
memberikan suatu kontribusi yang berdampak positif yang tidak hanya kepada para

pihak, akan tetapi juga kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Secara hipotesis, berbagai produk hukum yang ada dalam Undang-Undang
Hak Cipta beserta aturan pelaksanaanya belum memberikan proses perlindungan
hukum yang menyeluruh baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait
serta secara khusus kepada para pengguna (user) yang bergerak di bidang industri
hiburan di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan hipotesa tersebut
perlu dilakukan penelitian yang mencakup 3 (figa) permasalahan hukum sebagai
berikut:

1) bagaimana pengaturan perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait atas
ciptaan Lagu dan/atau Musik dan pemanfaatan Ciptaan Lagu dan/atau
Musik dan produk Hak Terkaitnya dalam industri hiburan?

2) bagaimana implementasi pengaturan proses penyelesaian permasalahan
yang ada antara pemegang hak dengan pengguna (user) yang bergerak
dalam industri hiburan khususnya terkait dengan penggunaan produk
Ciptaan Lagu dan/atau Musik serta produk Hak Terkaitnya yang dimiliki

oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait?
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3)

bagaimana konsepsi pengaturan yang ideal berikut kelembagaan dan
kewenangan yang diperlukan dalam seluruh jajaran pemerintahan di
dalam memberikan suatu jaminan hukum atas penggunaan Ciptaan
dan/atau produk Hak Terkait atas Lagu dan/atau Musik demi menjamin
kepastian hukum dan keadilan tidak hanya bagi pengguna (user) yang
bergerak dalam industri hiburan, melainkan juga kepada Pencipta,

Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait?

1.3 Tujuan Penelitian

1)

2)

3)

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

membahas serta menganalisa perkembangan peraturan perundang-
undangan di Indonesia di dalam rangka pemberian perlindungan bagi
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait serta kepada
Pengguna (User) yang bergerak di bidang industri hiburan di dalam
penggunaannya serta menganalisis kelemahan di dalam rangka proses
perlindungan penggunaan Ciptaan Lagu dan/atau Musik dalam industri
hiburan,;

memberikan evaluasi atas implementasi pelaksanaan pengaturan proses
penyelesaian permasalahan yang ada oleh dan diantara pemegang hak
dengan Pengguna (User) yang bergerak di bidang industri hiburan;
merumuskan suatu alternatif pengaturan di bidang ciptaan lagu dan/atau

musik yang ideal berikut kelembagaan dan kewenangan yang diperlukan
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dalam seluruh jajaran pemerintahan di dalam memberikan suatu jaminan

hukum atas pemakaian ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu
informasi yang lebih mendalam bagi pengembangan suatu proses khususnya di
dalam pengklasifikasian permasalahan yang ada oleh dan diantara Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait dengan Pengguna (User) yang bergerak

di bidang industri hiburan.

1.4.2 Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu
masukan pemikiran konseptual bagi pembuat kebijakan, dan informasi bagi para
praktisi hukum, para peneliti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait,
Pengguna (User) yang bergerak di bidang industri hiburan serta masyarakat luas
untuk lebih memahami konsep perlindungan atas ciptaan atas Lagu dan/atau Musik

dan produk Hak Terkaitnya serta proses penyelesaian permasalahan yang ideal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini disusun secara sistematis dalam format yang terbagi

dalam bab dan sub-bab dengan tujuan untuk memberikan kemudahan di dalam
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proses pemahaman dan pembacaanya. Naskah materi disertasi ini dibagi dalam

lima bab sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Bab III

Pendahuluan

Bab ini akan dipaparkan mengenai Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematikan
penulisan yang mendasari penulis dalam memilih tema dalam
penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dipaparkan tentang tinjauan pustakan yang mencakup
Landasan Teori dan Konsepsi Perlindungan Hak Cipta yang meliputi
seluruh aspek serta payung hukum di dalam perlindungan atas
Ciptaan atas Lagu dan/atau Musik dan produk Hak Terkaitnya.
Konsepsi Perlindungan Hak Cipta sendiri mencakup mengenai
sejarah perlindungan hak cipta, landasan konseptual yang merujuk
kepada Undang-Undang Hak Cipta dari waktu ke waktu, norma-
norma pengaturan hak cipta, serta mekanisme pembentukan lisensi
atas Hak Cipta dan Hak Terkait dan konsep penarikan royalti
dibeberapa negara.

Metode Penelitian

Bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, prosedur perolehan

bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, pendekatan-
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Bab IV

pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sifat analisis data serta
hambatan dan penanggulangan dalam penelitian.

Hasil Penelitian dan Analisis

Bab Keempat menjadi suatu bab pembahasan hasil penelitian serta
analisa. Materi yang ada dalam bab ini menyangkut pembahasan atas
permasalahan yang diarahkan untuk memberikan jawaban atas ketiga
pokok rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sesuai dengan
rumusan masalah tersebut, analisa dan pemabahasannya mengikuti
alur kajian yuridis normatif, yuridis empiris, dan landasan untuk
merumuskan konsepsi yang menjadi ius constituendum disertasi ini.
Kajian yuridis normatif adalah membahas mengenai lemahnya
pengaturan perlindungan khususnya bagi para Pengguna (User) yang
bergerak di industri hiburan di dalam pengunaan atas ciptaan lagu
dan/atau musik serta produk Hak Terkaitnya. Selanjutnya, kajian
mengenai evaluasi dan implikasi hukumnya atas pelaksanaan
peraturan perundang-undangan atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang
dikaji dari penanganan atas kasus-kasus yang terjadi. Aspek ketiga
merupakan eksplorasi teoritis untuk merumuskan pemikiran hukum
yang relevan dalam memberikan suatu jaminan bagi para pengguna
(user) di dalam industri hiburan atas penggunaan ciptaan Lagu
dan/atau Musik serta produk Hak Terkaitnya yang tentunya hal ini
juga terkait dengan kepastian hukum bagi para Pencipta, Pemegang

Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait.
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BabV : Penutup
Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari apa yang sudah
dibahas dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta saran yang
diberikan berkenaan dengan hal-hal yang telah dibahas dan

dianalisis.

64



